
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang

Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan
Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2008;

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar
Layanan Informasi Publik

1. Memahami tugas, fungsi dan kewenangan PPID
2. Memiliki kemampuan pelayanan public
3. Menguasai peraturan perundang-undangan keterbukaan informasi publik
4. Menguasai teknologi informasi

KETERKAITAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

1. Pelayanan Permohonan Informasi Publik
2. Penyusunan Daftar Informasi Publik
3. SOP Pengelolaan Informasi yang Dikecualikan

1. Formulir Permohonan Keberatan
2. Jaringan Internet
3. Komputer
4. ATK
5. Printer

6. Meja Layanan Informasi
7. Surat Elektronik (email)
8. Telepon
9. Daftar Informasi Publik
10. Surat jawaban/tanggapan keberatan

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP ini tidak dijalankan sebagaimana mestinya akan berakibat pada
tidak lancarnya pemberian informasi dan dokumentasi publik
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